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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Prapatan No. 52 Telepon : 3847937, 3520652, 3848303

Fax.: 3847937,3503623
JAKARTA

Kade Pas 10110

(¥r~~,

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI DAERAH KHUSUS IDUKOTA JAKARTA

NOMOR: !!>.5'.&~/~

TENTANG

PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2013

DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKl JAKARTA

Membaca

Menimbang

Surat perusahaan ; PT. Eight Oh Two Indonesia

Nomor ; 001/802/XI/2012

Tanggal : 27 November 2012
Hal Permohonan Penanggguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta Taboo 2013 ;

a. bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Gubemur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahoo 2007 tentang Tala Carn
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi, pengusaha
yang tidak mampu membayar Upah Minimum Provinsi (UMP)
dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP);

b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan
Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2012 yang
menyepakati ;



)

Mengingat

),

1. Apabila pengusaha dan serikat pekerjalburuh sepakat, maka
pennohonan penangguhan tersebut dapat dikabulkan.

2. Apabila pengusaha dengan serikat pekerjalburuh tidak
sepakat, namun terdapat sekurang-kurangnya 70 % pekerja
yang menyetujui, maka pennohonan penangguhan dapat
disetujui dengan besaran nilai KHL Tahun 2012 sebesar Rp
1.978.789,- (Satu Juta Sembi1an Ratus Tujuh Puluh De1apan
Ribu Tujuh Ratus Delapan Pu1uh Sembilan Rupiah)

3. Ketetapan pada butir 2 (dua) di atas berlaku juga bagi
perusahaan yang tidak ada organisasi serikat pekerjalburuh.

c. bahwa telah di1akukan penelitian atas kelengkapan administrasi
dan dinyatakan ;

Jumlah pekerja yang menandatangani kesepakatan
penangguhan tidak mencapai sekurang-kurangnya 70 % dari
keseluruhan pekerja, yaitu 338 orang pekerja dari 750 orang
pekerja ( 45 %).

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka
pennohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2013 tidak dapat disetujui.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahoo 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah ;
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6, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang
Pembagian Drusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tabun 2004 tentang Dewan
Pengupaban ;

8. Peraturan Menteri Tenaga KeIja dan Transmigrasi Nomor Per­
01/MEN/1999 tentang Dpah Minimum jo Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000
tentang Perubaban Pasal 1, Pasal2, Pasal3, Pasal 4, Pasal 8,
Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga
KeIja Nomor Per-Ol/MEN/1999 tentang Dpab Minimum;

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam
Kelembagaan Hubungan Industrial;

10. Peraturan Menteri Tenaga KeIja dan Transmigrasi RI Nomor
13 Tabun 2012 tentang Komponen dan Pe1aksanaan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;

II. Peraturan Daerab Nomor 6 Tabun 2004 tentang
KetenagakeIjaan ;

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tabun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerab ;

13. Peraturan Gubemur Nomor 59 Tabun 2005 tentang Organisasi
dan Tata keIja Dewan Pengupaban Provinsi DKl Jakarta ;

14, Peraturan Gubemur Nornor 42 Tabun 2007 tcntang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Dpab Minimum Provinsi ;

15. Peraturan Gubemur Nomor 119 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga KeIja dan
Transmigrasi ;

16. Peraturan Gubemur Nomor 189 Tabun 2012 tentang Dpah
Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 ;



Menetapkan :

Pertama

Kedua

--JKetiga

Keempat

)

Tembusan :

MEMUTUSKAN

Meno1ak pennohonan penangguhan Pe1aksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Tahun 2013 kepada:
Nama Perusahaan : PT. Eight Oh Two Indonesia
Alamat Perusahaan: TI. Bangka Raya B10k D-34, Kawasan
Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Utara 14140

Memerintahkan kepada pengusaha untuk membayar upah
minimum Tahun 2013 untuk pekerja dengan masa kerja
kurang dari 1 (satu) tabun.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tangga1 1 Januari 2013.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal t'f) - f - /':S'

KEPALA DINAS TENAGA KERJA(
DAN TRANS~GRASI PROVINSI

·~TA,

~
Dr. H.R. DEDEDStJKANnAR, S.H., M.H.

NIP. 19580131.198708.1.001

" 1. Gubemur Provinsi DKl Jakarta,
2. Waki1 Gubemur Provinsi DKl Jakarta,
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKl Jakarta,
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Prapalan No. 52 Telepon : 3847937, 3520652, 3848303

Fax.: 3847937,3503623
JAKARTA

Kode Pos 10110

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI DAERAH KHUSUS mUKOTA JAKARTA

NOMOR: ,;2..p/ /.;2..61-3

TENTANG

PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2013

DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DIG JAKARTA

Membaca

ll..tenimbang

Surat perusahaan : PT. Fortuna Pacific

Nomor ;-

Tanggal : 18 Desember 2012
Hal Permohonan Penanggguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2013 ;

a. bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Gubemur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi, pengusaha
yang tidak mampu membayar Upah Minimum Provinsi (UMP)
dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) ;

b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan
Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2012 yang
menyepakati ;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenIKota ;

7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tabun 2004 tentang Dewan
Pengupaban ;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per­
01/MEN/1999 tentang Upab Minimum jo Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000
tentang Perubahan Pasall, Pasal2, Pasal 3, Pasa! 4, Pasal 8,
Pasal II, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor Per-OI/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomOI
Kep-201IMEN/2001 tentang Keterwakilan dalam
Kelembagaan Hubungan Industrial ;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor
13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tabun 2004 tentang
KetenagakeIjaan ;

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tabun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;

13. Peraturan Gubemur Nomor 59 Tabun 2005 tentang Organisasi
dan Tata keIja Dewan Pengupaban Provinsi DKI Jakarta ;

14. Peraturan Gubemur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pela.1<sanaan Upah Minimum Provinsi ;

15. Peraturan Gubemur Nomor 119 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata KeIja Din.as Tenaga KeIja dan
Transmigrasi ;

16. Peraturan Gubemur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah
Minimum Provinsi (UMP) TahlID 2013 ;



Menetapkan :

Pertama

Kedua

etiga

Keempat

)

Tembusan :

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Tahoo 2013 terhadap :
Nama Perusahaan : PT. Fortuna Pacific
Alamat Perusahaan: Kaji No. 1 BB-BC, Kelurahan Petojo
Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10130

Memerintahkan kepada pengusaha ootuk membayar upah
minimum Taboo 2013 untuk pekeIja dengan masa keIja
kurang dan 1 (satu) tahun.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal U> - t'- pZo/3

PPALA DINAS TE.NAGA KERJA(rAN TRANSMIGRASI PROVINSI
D~'TA,

rC=
'.

~

rf c
'"?r

Dr. H.R. DEDED"SUKANDAR, S.H., M.H.
NIP. 19580731.198708.1.001

1. Gubemur Provinsi DKl Jakarta,
2. Wakil Gubernur Provinsi DKl Jakarta,
J. Sekretaris Daerah Provinsi DKl Jakarta,
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi DKl Jakarta.
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Mengingat

1. Apabila pengusaha dan serikat pekerja/buruh sepakat, maka
permohonan penangguhan tersebut dapat dikabulkan.

2. Apabila pengusaha dengan serikat pekerja/buruh tidak
sepakat, namun terdapat sekurang-kurangnya 70 % pekerja
yang menyetujui, maka permohonan penangguhan dapat
disetujui dengan besaran nilai KHL Tahun 2012 sebesar Rp
1.978.789,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan
Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)

3. Ketetapan pada butir 2 (dua) di atas berlaku juga bagi
perusahaan yang tidak ada organisasi serikat pekerja/buruh.

c. bahwa telah dilakukan penelitian atas kelengkapan administrasi
dan dinyatakan ;

Tidak. dilampiri persyaratan penangguhan pelak.sanaan UMP
sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur No. 42
Tahun2007.

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka
permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2013 tidak dapat disetujui.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upab ;
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Prapalan No. 52 Telepon : 3847937, 3520652, 3848303

Fax.: 3847937,3503623
JAKARTA

Kode Pos 10110

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMlGRASJ

PROVINSI DAERAH KHUSUS ffiUKOTA JAKARTA

NOMOR: Y6//.zeh

TENTANG

PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2013

DI PROVINSI DAERAH KHUSUS ffiUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA

Membaca

I )Menimbang

Surat perusahaan : PT. Karyamegah Adijaya

Nomor :-

Tanggal : 20 Desember 2012
Hal Permohonan Penanggguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKl Jakarta Tahun 2013 ;

a. bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Gubemur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Dpah Minimum Provinsi, pengusaha
yang tidak mampu membayar Upah Minimum Provinsi (UMP)
dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) ;

b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan
Provinsi DKl Jakarta tanggal 20 Desember 2012 yang
menyepakati ;
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Mengingat

I. )

1. Apabila pengusaha dan serikat pekerja/buruh sepakat, maka
permohonan penangguhan tersebut dapat dikabulkan.

2. Apabila pengusaha dengan serikat pekerja/buruh tidak
sepakat, narnun terdapat sekurang-kurangnya 70 % pekerja
yang menyetujui, maka permohonan penangguhan dapat
disetujui dengan besaran nilai KHL Tahun 2012 sebesar Rp
1.978.789,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan
Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)

3. Ketetapan pada butir 2 (dua) di atas berlaku juga bagi
perusahaan yang tidak ada organisasi serikat pekerja/buruh.

c. bahwa telah dilakukan penelitian atas kelengkapan administrasi
dan dinyatakan ;

Tidak ada bukti kesepakatan antara pengusaha dengan
pekerja/serikat pekerja untuk pekerja yang bekerja di Provinsi
DKI Jakarta

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka
permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2013 tidak dapat disetujui.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ;

3. Undang-Undang Nomoi 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah ;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan ;

8. Peraturan Menteri Tenaga KeJja dan Transmigrasi Nomor Per­
01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000
tentang Perubahan Pasal1, Pasa12, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8,
Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga
KeJja Nomor Per-Ol/MENI1999 tentang Upah Minimum ;

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam
Kelembagaan Hubungan Industrial ;

10. Peraturan Menteri Tenaga KeJja dan Transmigrasi RI Nomor
13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang
KetenagakeJjaan ;

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;

13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata keJja Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta;

14. Peraturan Gubernur NomOI" 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi ;

15. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga KeJja dan
Transmigrasi ;

16. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tallun 2012 tentang Upah
Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 ;



MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pertama

Kedua

, )
Ketiga

Keempat

I )

Tembusan :

Menolak permohonan penangguhan Pelaksanaan Dpah Minimum
Provinsi (UMP) Tahun 2013 terhadap :
Nama Perusahaan : PT. Karyamegah Adijaya
Alamat Perusahaan: SkyBee One Building Lantai 8, n. Kebon
Sirih Raya Kav. 63, Jakarta Pusat 10340

Memerintahkan kepada pengusaha untuk membayar upah
minimum Tahun 2013 untuk pekeIja dengan masa keIja
kurang dari 1 (satu) tahun.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal ~.2 _ /- /3

KEPALA DINAS. TENAGA KERJA!
DAN TRANS~JF\-SI PROVINSI

~TA,

.-/
Dr. H.R. DEDED SUKANDAR, S.H., M.H.

NIP. 19580731.198708.1.001

(

r.yl. Gubernur Provinsi OKI Jakarta,
2. WakiJ Gubernur Provinsi DK! Jakarta,
3. Sekretaris Oaerah Provinsi OK! Jakarta,
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
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lATA lATA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI DAERAH KHUSVS ffiVKOTA JAKARTA

NOMOR: /2 y-C /:2#3.

TENTANG

PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2013

DI PROVINSI DAERAH KHUSUS ffiUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DIG JAKARTA

Membaca

}

Menimbang

a. Surat perusahaan PT. Molax International
Nomor : 109/Dir.MIlXII/2012
Tanggal : 10 Desember 2012
Hal : Permohonan Penangguhan Pelaksanaan UMP2013

b. Surat Serikat PekeIja PT. Molax International

Nomor :-

Tanggal : 30 Januari 2013
Hal : Penolakan Penangguhan UMP 2013

a. bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara

PenangguhanPelaksanaan Upah Minimum Provinsi, pengusaha
yang tidak mampu membayar Upah Minimum Provinsi (UMP)
dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum

Provinsi (UMP) ;
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Mengingat

J

b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan
Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2012 yang
menyepakati ;

I. Apabila pengusaha dan serikat pekerja/buruh sepakat, maka
permohonan penangguhan tersebut dapat dikabulkan.

2. Apabila pengusaha dengan serikat pekerja/buruh tidak
sepakat, namun terdapat sekurang-kurangnya 70 % pekerja
yang menyetujui, maka pennohonan penangguhan dapat
disetujui dengan besaran nilai KHL Tahun 2012 sebesar Rp

1.978.789,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan
Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)

3. Ketetapan pada butir 2 (dua) di atas berlaku juga bagi
perusahaan yang tidak ada Qrganisasi serikat pekerjalburuh.

c. bahwa te]ah di]akukan kunjungan Lembaga Kerjasama (LKS)
Tripartit tanggal 8 Pebruari 20]2 dimana jumlah pekerja pada
tanggal 18 Desember 2012 sejumlah 998 orang pekerja serta
penelitian atas kelengkapan administrasi dan dinyatakan ;

Kesepakatan Bersama antara pengusaha dengan pekerja PT.
Molax International dibuat di Jakarta tanggal 12 Desember
2012, namun lampiran tanda tangan kesepakatan pekerja
tercanturn tanggal-18 Desember 2012.

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka
permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKl Jakarta Tahun 2013 tidak dapat disetujui.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

Pekerja/Serikat Buruh ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan ;
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah' Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota ;

6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan ;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per­
OI/MEN/I999 tentang Upah Minimum jo Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000
tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8,
Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor Per-Ol1MEN/I999 tentang Upah Minimum;

8. Keputusan Menten Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep-201 IMEN/200I tentang Keterwakilan dalam
Kelembagaan Hubungan Industrial;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor
13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan

Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;

to. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Ketenagakerjaan ;



)

Menetapkan :

Pertama

I

Kedua

Ketiga

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tabun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerab ;

12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tabun 2005 tentang Organisasi
dan Tata keIja Dewan Pengupaban Provinsi DKl Jakarta ;

13. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tabun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upab Minimum Provinsi ;

14. Peraturan Gubemur Nomor 119 Tabun 2009 tentang
Organisasi dan Tata KeIja Dinas Tenaga KeIja dan
Transmigrasi ;

15. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tabun 2012 tentang Upab
Minimum Provinsi (UMP) Tabun 2013 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan penangguhan Pelaksanaan Dpab Minimum

Provinsi (UMP) Tahun 2013 terhadap :

Nama Perusabaan : PT. Molax International
A1amat Perusabaan: JI. Jawa IX B10k C No. 13, Kawasan
Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Dtara 14140

Memerintahkan kepada pengusaba untuk membayar upah
minimum Tahun 2013 untuk pekerja dengan masa kerja kurang

dari 1 (satu)tahun.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.



Keempat Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat

Keputusan Nomor 545/2013 Tanggal 28 Januari 2013 tentang

Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi

(UMP) Tahun 2013 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal .,2-/- .t. - ~3

D~lf.' TA,
IJ.~'(((' V;; ,

~
PALA DINAS TENAGA KERJA /

N TRANSMIGRASI PROVINSL!
........-:::: --.....

)

Dr. H.R. DEDED SUKANDAR, S.H., M.H.
NIP. 19580731.198708.1.001

Tembusan :

I. Gubemur Provinsi DKI Jakarta,

2. Wakil Gubemur Provinsi DKl Jakarta,
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKl Jakarta,

)4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Prapatan No. 52 Telepon : 3847937, 3520652, 3848303

Fax.: 3847937,3503623
JAKARTA

Kade Pas 10110

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI DAERAH KHUSUS mUKOTA JAKARTA

NOMOR: :z.SS:;6LC/3

TENTANG

PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2013

DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS TENAOA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DK! JAKARTA

Membaca

IJenimbang

Surat perusahaan : PT. Murindo Iron Steel

Nomor ; 01383/PLT-HRD/2012

Tanggal : 17 Desember 2012
Hal Permohonan Penanggguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DIG Jakarta Tahun 2013 ;

a. bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Gubemur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Carn
Penangguhan Pe1aksanaan Upah Minimum Provinsi, pengusaha
yang tidak mampu membayar Upah Minimum Provinsi (UMP)
dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) ;

b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan
Provinsi DIG Jakarta tanggal 20 Desember 2012 yang
menyepakati ;



,

)

Mengingat

( )

1. Apabi1a pengusaha dan serikat pekeIjalburuh sepakat, maka
permohonan penangguhan tersebut dapat dikabulkan.

2. Apabila pengusaha dengan serikat pekeIjalburuh tidak
sepakat, namun terdapat sekurang-kurangnya 70 % pekeIja
yang menyetujui, maka permohonan penangguhan dapat
disetujui dengan besaran nilai KHL Tahun 2012 sebesar Rp
1.978.789,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan
Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)

3. Ketetapan pada butir 2 (dua) di atas berlaku juga bagi
perusahaan yang tidak ada organisasi serikat pekerjalburuh.

c. bahwa telah dilakukan penelitian atas kelengkapan administrasi
dan dinyatakan ;

Tidak ada bukti kesepakatan antara pengusaha dengan
pekeIjaiserikat pekeIja

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka
permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKl Jakarta Tahun 2013 tidak dapat disetujui.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
PekeIjaiSerikat Buruh ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
KetenagakeIjaan ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahlill 1981 tentang
Perlindungan Upah ;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerab Kabupaten/Kota ;

7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tabun 2004 tentang Dewan
Pengupaban ;

8. Peraturan Menteri Tenaga KeIja dan Transmigrasi Nomor Per­
01/MEN/1999 tentang Upab Minimum jo Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000
tentang Perubaban Pasal 1, Pasal 2, Pasal3, Pasal 4, Pasal 8,
Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor Per-OI/MEN11999 tentang Upab Minimum ;

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep-201IMEN/2001 tentang Keterwakilan dalam
Kelembagaan Hubungan Industrial ;

10. Peraturan Menteri Tenaga KeIja dan Transmigrasi RI Nomor
13 Tabun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tabapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;

11. Peraturan Daerab Nomor 6 Tabun 2004 tentang
KetenagakeIjaan ;

12. Peraturan Daerab Nomor 10 Tabun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerab ;

13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tabun 2005 tentang Organisasi
dan Tata keIja Dewan Pengupaban Provinsi DKl Jakarta ;

14. Peraturan Gubernur Nomor 42 Ta-hun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upab Minimum Provinsi ;

15. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tabun 2009 tentang
Organisasi dan Tata KeIja Dinas Tenaga KeIja dan
Transmigrasi ;

16. Peraturan Gubemur Nomor 189 Tal1un 2012 tentang Upah
Minimum Provinsi (UMP) Tabun 2013 ;



c

II

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pertama

Kedua

, !Ketiga

Keempat

: )

Tembusan :

Menolak permohonan penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Tahun 2013 terhadap :
Nama Perusahaan : PT. Murinda Iron Steel
Alamat Perusabaan: 15 FL Permata Kuningan Building, n.
Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta Selatan 12980

Memerintahkan kepada pengusaha untuk membayar upah
minimum Tahun 2013 untuk pekeIja dengan masa keIja kurang
dari 1 (satu) tahun.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggall Januari 2013.

. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1-0 - / - ..2.oi.3'

FPALA DINAS TENAGA KERJA(rAN TRANSMIGRASI PROVINSI
~TA,

,~~ . I
t~( Y~~

Dr. H.R. DEDE» SUKANDAR, S.H., M.H.
NIP. 19580731.198708.1.001

1. Gubemur Provinsi DKl Jakarta,
2. \Vakil Gubemur Provinsi DKl Jakarta,
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKl Jakarta,
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
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JAYA RAYA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI DAERAH KllUSUS mUKOTA JAKARTA

NOMOR: /b7~/2...013

TENTANG

PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2013

DI PROVINSI DAERAH KHUSUS ffiUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKl JAKARTA

Membaca

enimbang

Surat perusahaan : Prs. Sumber Logam

Nomor : SLl17122012

Tanggal : 17 Desember 2012
Hal Permohonan Penanggguhan Pelaksanaan Dpah Minimum
Provinsi (UMP) DIU Jakarta Tahun 2013 ;

a. bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Gubemur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 42 Tabun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi, pengusaha
yang tidak mampu membayar Dpah Minimum Provinsi (UMP)
dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Dpah Minimum
Provinsi (UMP) ;

b. babwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan
Provinsi DIU Jakarta tanggal 20 Desember 20]2 yang
menyepakati ;



·.

)

Mengingat

( )

I. Apabila pengusaha dan serikat pekeIjalburuh sepakat, maka
pennohonan penangguhan tersebut dapat dikabulkan.

2. Apabila pengusaha dengan serikat pekeIja/buruh tidak
sepakat, namun terdapat sekurang-kurangnya 70 % pekerja
yang menyetujui, maka pennohonan penangguhan dapat
disetujui dengan besaran nilai KHL Tahun 2012 sebesar Rp
1.978.789,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan
Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)

3. Ketetapan pada butir 2 (dua) di atas berlaku juga bagi
perusahaan yang tidak ada organisasi serikat pekerjalburuh.

c. bahwa telah dilakukan penelitian atas kelengkapan administrasi
dan dinyatakan ;

Tidak ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/serikat
pekeIja

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka
pennohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKl Jakarta Tahun 2013 tidak dapat disetujui.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah ;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang
Pembagian Drusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tabun 2004 tentang Dewan
Pengupaban ;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per­
011MEN/1999 tentang Dpab Minimum jo Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266IMEN/2000
tentang Perubaban Pasal 1, Pasal2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8,
Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor Per-01IMEN/1999 tentang Dpab Minimum ;

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep-20l1MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam
Kelembagaan Hubungan Industrial ;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor
13 Tabun 2012 tentang Komponen dan Pe1aksanaan Tabapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;

11. Peraturan Daerab Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Ketenagakerjaan ;

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;

13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata kerja Dewan Pengupahan Provinsi DKl Ja.1<.arta ;

14. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahlm 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Dpah Minimum Provinsi ;

15. Peraturan Gubemur Nomor 119 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ;

16. Peraturan Gubemur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Dpah
Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 ;



MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pertama

Kedua

)
Ketiga

Keempat

)

Tembusan :

Menolak pennohonan penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Tahun 2013 terhadap :
Nama Perusahaan : Prs. Sumber Logam
Alamat Perusahaan: Kapuk Pesing Poglar No. 27, Kedaung
Kaliangke, Jakarta 11710

Memerintahkan kepada pengusaha untuk membayar upah
minimum Tahun 2013 untuk pekeIja dengan masa keIja kurang
dari I (sam) tabun.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta "
Pada Tanggal /V- ,2.. - )2.Qi"!3

EPALA DINAS TE.NAGA KERJA (

TvANTRAN~:~OVINSI

Dr. H.H. DEDEl> SUKANDAR, ~.H., M.H.
NIP. 19580731.198708.1.001

1. Gubemur Provinsi DKl Jakarta,
2. Wakil Gubemur Provinsi DKl Jakarta,
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKl Jakarta,
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Prapatan No. 52 Telepon : 3847937, 3520652, 3848303

Fax. : 3847937, 3503623
JAKARTA

Kade Pas 10110

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI DAERAH KHUSUS mUKOTA JAKARTA

NOMOR: ~/,:2..e713

TENTANG

PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAJillN 2013

DI PROVINSI DAERAH KHUSUS ffiUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRAJ'\ISMIGRASI PROVINSI DIG JAKARTA

Membaca

Menimbang

Surat perusahaan : PT. Parazelsus Indonesia

Nomor : 126/PZIlHRD1UM/XII/12

Tanggal : 17 Desember 2012
Hal Permohonan Penanggguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2013 ;

a. bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahoo 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum PTOvinsi, pengusaha
yang tidak mampu membayar Upah Minimum Provinsi (UMP)
dapat mengajukan penangguhan pe1aksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) ;

b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan
Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2012 yang
menyepakati ;



I)

Mengingat

( )

1. Apabila pengusaha dan serikat pekeIja/buruh sepakat, maka
permohonan penangguhan tersebut dapat dikabulkan.

2. Apabila pengusaha dengan serikat pekeIja/buruh tidak
sepakat, namun terdapat sekurang-kurangnya 70 % pekerja
yang menyetujui, maka permohonan penangguhan dapat
disetujui dengan besaran nilai KHL Tahun 2012 sebesar Rp
1.978.789,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan
Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)

3. Ketetapan pada butir 2 (dua) di atas berlaku juga bagi
perusahaan yang tidak ada organisasi serikat pekeIja/buruh.

c. bahwa telah dilakukan penelitian atas kelengkapan administrasi
dan dinyatakan ;

Tidak ada bukti kesepakatan antara pengusaha dengan
pekerjalserikat pekerja

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka
permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2013 tidak dapat disetujui.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
PekerjaiSerikat Buruh ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Repub1ik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah ;



)
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerab Kabupaten/Kota ;

7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tabun 2004 tentang Dewan
Pengupaban ;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per­
01/MEN/1999 tentang Upab Minimum jo Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000
tentang Perubaban Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8,
Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor Per-Ol/MEN/1999 tentang Upab Minimum ;

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep-20I/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam
Kelembagaan Hubungan Industrial;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor
13 Tabun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tabapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;

11. Peraturan Daerab Nomor 6 Tabun 2004 tentang
Ketenagakerjaan ;

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tabun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerab ;

13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tabun 2005 tentang Organisasi
dan Tata kerja Dewan Pengupaban Provinsi DKl Jakarta ;

14. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upab Minimum Provinsi ;

15. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tabun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ;

16. Peraturan Gubemur Nomor 189 Tabun 2012 tentang Upah
Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 ;



..

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pertama

Kedua

. )Ketiga

Keempat

I

Tembusan :

Menolak permohonan penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Tahun 2013 terhadap :
Nama Perusahaan : PT. Parazelsus Indonesia
Alamat Perusahaan: Menara Jamsostek Lantai 22 Suite 2206, n.
Jenderal Gatot Subroto No. 38, Jakarta Selatan 12710

Memerintahkan kepada pengusaha untuk membayar upah
minimum Tahun 2013 untuk pekerja dengan masa kerja kurang
dan 1 (satu) tahun.

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggall Januari 2013.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta ,
Pada Tanggal k(JJ - I - ..zotg

PPALA DINAS TEN.AGA KERJA(
AN TRANStJP~§IPROVINSI

P: \~TA," .,.,
d9:-~

II!
Ii Q..

11 *1

1. Gubemur Provinsi DKI Jakarta,
2. Wakil Gubemur Provinsi DKI Jakarta,
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.


